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Abstrak

Kesenjangan pembiayaan iklim (green debt) yang semakin lebar di negara-negara
berkembang menjadi tantangan serius dalam mencapai target pengurangan emisi
dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Di tengah tekanan utang dan
keterbatasan fiskal, konsep diplomasi utang hijau muncul sebagai pendekatan
alternatif yang menghubungkan pelunasan utang dengan pendanaan aksi iklim.
Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara kritis bagaimana mekanisme diplomasi
utang hijau diterapkan di Sri Lanka, Pakistan, dan kawasan Sub-Sahara Afrika, serta
mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Penulisan dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka,
dengan merujuk pada artikel-artikel ilmiah terkini yang terindeks Scopus. Dengan
melakukan pendekatan teori modernisasi, temuan utama menunjukkan bahwa
meskipun skema ini  menjanjikan sebagai solusi pembiayaan inovatif,
pelaksanaannya masih terbatas oleh ketimpangan kekuasaan dalam sistem global,
lemahnya kapasitas fiskal negara penerima, serta minimnya komitmen negara maju
dalam merealisasikan janji pendanaan iklim. Di sisi lain, mekanisme ini juga
membuka peluang untuk memperkuat kontribusi nasional (NDCs) jika didukung oleh
tata kelola keuangan yang lebih adil dan kolaboratif. Artikel ini merekomendasikan
agar reformasi struktural dalam tata kelola utang dan penguatan posisi tawar negara
berkembang menjadi agenda prioritas dalam kerangka diplomasi iklim global.
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PENDAHULUAN

Perubahan iklim saat ini acapkali
mendatangkan sebuah ketimpangan bagi
sebuah negara, khususnya menjadi area
permainan papan catur bagi negara yang
ingin  memanfaatkan situasi dengan
memonopoli ketergantungan. Hal ini yang

dialami oleh beberapa negara, seperti Sri

Lanka, Pakistan, dan negara Sub Sahara.
Mereka pada dasarnya ingin melakukan
pembangunan hijau bekelanjutan, namun,
sebuah kebijakan yang bertajuk “diplomasi
utang” bukannya membuat mereka
semakin aman dari perubahan iklim yang
membuat

terjadi, namun, semakin

kompleks isu domestik yang ada



Diplomasi utang hijau (green debt
diplomacy) merupakan fenomena yang
memanfaatkan mekanisme keringanan
utang sebagai instrumen untuk mendanai
pembangunan hijau yang berkelanjutan di
negara-negara
Kushwah, & Kumar, 2025). Melalui skema

ini, negara-negara berkembang yang

berkembang (Kaur,

memiliki kapasitas fiskal terbatas dapat
menukarkan sebagian dari kewajiban
utangnya dengan komitmen investasi pada
proyek-proyek yang mendukung transisi
menuju ekonomi rendah karbon dan
peningkatan ketahanan iklim. Mekanisme
penukaran utang ini tidak hanya
memberikan ruang fiskal yang lebih
longgar, tetapi juga memungkinkan alokasi
sumber daya secara lebih strategis untuk
sektor-sektor prioritas yang berkaitan
langsung dengan keberlanjutan lingkungan
(Fenton, Wright, Afionis, Paavola, & Huq,
2014). Dalam kerangka tersebut, diplomasi
utang hijau menjadi instrumen yang
menjembatani  kebutuhan pembiayaan
dengan tanggung jawab kolektif dalam
menghadapi krisis iklim global, serta
mencerminkan transformasi paradigma
dari bantuan konvensional menuju model
kerja sama yang lebih adaptif dan
berkeadilan (Fenton et al., 2014).

Salah satu aspek utama dari diplomasi
utang hijau adalah penyelarasan dengan
Nationally =~ Determined  Contributions
(NDCs), yang merupakan komitmen
negara dalam kerangka Kesepakatan Paris
(Paris Agreement) (ESCAP, 2021). Di

negara-negara berkembang, NDC

umumnya bersifat kondisional, artinya
pelaksanaan target pengurangan emisi dan
adaptasi perubahan iklim sangat
bergantung pada tersedianya dukungan
pendanaan dari negara-negara maju
(Pauw, Castro, Pickering, & Bhasin, 2020).
Hal ini menjadi tantangan tersendiri,
mengingat keberhasilan implementasi
NDC sangat

ketersediaan dana yang berkelanjutan dan

bergantung pada

dapat diakses oleh negara-negara yang

memiliki kapasitas  fiskal terbatas
(lacobuta, Brandi, Dzebo, & Elizalde
Duron, 2022). Tanpa skema pembiayaan
yang jelas dan terstruktur, banyak negara
berkembang kesulitan untuk memenuhi
komitmen iklimnya secara efektif. Dalam
konteks inilah diplomasi utang hijau
menjadi relevan, karena memungkinkan
terciptanya mekanisme pendanaan
alternatif melalui pengalihan utang kepada
proyek-proyek yang secara langsung
mendukung target NDC masing-masing
negara. Pendekatan ini tidak hanya
memperkuat  legitimasi internasional
terhadap upaya transisi iklim di negara
berkembang, tetapi juga meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam
alokasi dana iklim global.

Dalam kasus Sri Lanka dan Pakistan,
keterbatasan dalam mengakses green debt
menjadikan green debt sebagai opsi yang
paling menjanjikan bagi pembangunan
nasional. Melalui mekanisme ini, negara-
negara tersebut berpotensi memperoleh
pendanaan yang diperlukan  untuk

melaksanakan komitmen iklim mereka.



Namun, efektivitas pendekatan ini sangat
bergantung pada komitmen negara maju
dalam menyediakan dukungan keuangan
serta implementasi kebijakan keuangan
berkelanjutan di tingkat domestik (Fenton
et al., 2014). Sementara itu, negara-negara
di  Sub-Sahara Afrika

kerentanan iklim yang

menghadapi

tinggi
kapasitas fiskal yang sangat terbatas.

dengan

Green debt diplomacy dapat menjadi kunci
untuk membuka akses pendanaan bagi
proyek-proyek adaptasi dan mitigasi di
Terlebih

reformasi sistem keuangan global dan

kawasan ini. lagi, wacana

integrasi mekanisme keringanan utang
dalam skema green debt memberikan
harapan bagi peningkatan
yang
termarjinalkan dalam peta pendanaan iklim
global (Xie, Dong, & Wang, 2023).

Hal ini

dukungan

terhadap kawasan selama ini

pun mendatangkan sebuah

yang
ekonomi

ancaman cukup serius bagi

kedaulatan negara-negara
tersebut. Jebakan utang yang dikemas
dengan narasi pembangunan hijau telah
memberikan ruang bagi datangnya teori
modernisasi yang membuat negara-negara
tersebut secara tidak langsung mengalami
ketergantungan (Goorha,
2018).

Penelitian mengenai climate financing
debt telah

berkembang dalam beberapa dekade

yang masif

dan green diplomacy

terakhir, namun sebagian besar Kkajian

masih cenderung membahas aspek

ekonomi dan lingkungan secara terpisah.

Studi  mengenai climate  financing

green dl‘male fund

umumnya berfokus pada mekanisme
pendanaan, efektivitas kebijakan iklim, dan
dampaknya terhadap  pembangunan
berkelanjutan. Sementara itu, penelitian
pada topik tersebut yang dikorelasikan
dengan diplomasi utang belum menjadi
fokus kajian akademik terbaru ini. Hal ini
sebagaimana ditunjukkan oleh Network
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Melalui visualisasi tersebut, terlihat

bahwa masih terdapat kesenjangan dalam
literatur yang menghubungkan climate
financing dengan debt diplomacy sebagai
alat kekuatan geopolitik (Gambar. 1).
Sebagian besar penelitian belum secara
eksplisit menganalisis bagaimana
pendanaan iklim dapat digunakan sebagai
instrumen diplomasi untuk memperkuat
pengaruh ekonomi dan politik negara

kreditor terhadap negara penerima.

Keterbatasan dalam kajian ini menciptakan
kebutuhan untuk eksplorasi lebih lanjut
mekanisme

mengenai bagaimana

pendanaan iklim dapat membentuk pola

.
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alysis



ketergantungan ekonomi yang baru di

tingkat global.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan pendekatan
kualitatif dengan desain studi kasus
komparatif guna menganalisis secara
mendalam relasi antara pendanaan iklim
(climate financing) dan diplomasi utang
(debt diplomacy) dalam menciptakan pola
ketergantungan ekonomi di negara
berkembang. Pendekatan ini

memungkinkan eksplorasi terhadap
konteks geopolitik, dinamika kekuasaan,
serta implikasi ekonomi-politik global
secara holistik. Desain studi kasus
komparatif digunakan untuk mengkaiji tiga
konteks negara yang menerima
pembiayaan infrastruktur hijau dari aktor
eksternal: (1) Sri Lanka dalam kerangka
Belt and Road Initiative (BRI), (2) Pakistan
melalui China-Pakistan Economic Corridor
(CPEC), dan (3) beberapa negara Sub-
Sahara Afrika yang menerima pendanaan
dari Tiongkok dan lembaga keuangan
multilateral. Ketiga kasus ini dipilih untuk
menelusuri pola ketergantungan dan
dampaknya terhadap kebijakan ekonomi
domestik dan kedaulatan nasional.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi
literatur; serta analisis data dilakukan
dengan metode analisis tematik, yang
melibatkan proses koding awal,
kategorisasi, analisis komparatif antar

kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Global Climate Financing dan

Diplomasi Utang

Hubungan antara green debt global dan
diplomasi utang mencerminkan pergeseran
mendasar dalam cara negara-negara,
khususnya di dunia  berkembang,
merespons perubahan iklim di tengah
keterbatasan struktur ekonomi global.
Seiring dengan meningkatnya urgensi isu
iklim, permintaan terhadap sumber daya
keuangan untuk mendukung upaya
mitigasi dan adaptasi pun semakin
meningkat. Namun, sistem keuangan
global saat ini masih memiliki keterbatasan
struktural dalam menyediakan green debt
yang memadai dan adil. Kesenjangan
antara kebutuhan dana untuk mencapai
target Paris Agreement dan jumlah aktual
pembiayaan yang berhasil dimobilisasi
terus melebar, menyebabkan banyak
negara, terutama yang paling rentan
terhadap dampak perubahan iklim, tidak
memiliki sumber daya yang cukup untuk
bertindak secara efektif (Xie et al., 2023).

Salah satu persoalan utama dalam
green debt adalah celah pendanaan yang
terus-menerus terjadi. Meskipun negara-
negara maju telah berulang kali
menyatakan komitmen mereka, realisasi
dana yang dijanjikan masih jauh dari
harapan. Pada awalnya, negosiasi iklim
lebih menitikberatkan pada aliran dana dari
“Utara” (Northern countries) ke “Selatan”
(Southern countries), di mana negara-
negara maju bertanggung jawab untuk

membantu pembiayaan mitigasi dan



adaptasi di negara-negara berkembang.
Namun, wacana terkini telah berkembang
ke arah reformasi sistemik, termasuk
inovasi mekanisme pendanaan dan
pembentukan struktur keuangan global
yang mampu meningkatkan mobilisasi
dana secara lebih luas di luar anggaran
publik semata (Xie et al., 2023). Salah satu
solusi yang berkembang dalam konteks ini
adalah skema pertukaran utang untuk
investasi iklim, yang mengaitkan pelunasan
utang dengan komitmen konkret terhadap
perlindungan lingkungan (Fenton et al.,
2014).

Paradigma yang terus berkembang ini
juga menimbulkan perdebatan terkait
konsep "utang hijau" (Green Debt), yakni
anggapan bahwa negara-negara maju
memiliki kewajiban moral dan finansial
terhadap negara-negara yang memiliki
kontribusi historis kecil terhadap krisis iklim
namun menanggung dampaknya yang
paling berat. Sementara sebagian pihak
melihat konsep ini sebagai kerangka yang
sah untuk mendistribusikan tanggung
jawab, pihak lain menilai bahwa hal
tersebut  justru dapat memperkuat
polarisasi dan menghambat kerja sama
yang efektif (Pickering & Barry, 2012).
Sejalan dengan itu, para akademisi dan
pembuat kebijakan mengusulkan
mekanisme  koordinasi global untuk
pengurangan beban utang, seperti konsep
"Modern Debt Jubilee”, sebagai upaya
memperluas ruang fiskal negara melalui

pelonggaran utang dan meningkatkan

kapasitas investasi dalam proyek-proyek
hijau (Oncii & Sabri, 2020).

Ketidakpastian kebijakan iklim
menambah  kompleksitas yang tidak
sedikit. Tiongkok misalnya, kebijakan
lingkungan yang tidak konsisten telah
terbukti memengaruhi tingkat utang
korporat. Meskipun dalam jangka pendek
ketidakpastian ini dapat membantu
mengurangi utang berlebih, Tiongkok juga
memperketat pembatasan pembiayaan,
khususnya bagi perusahaan-perusahaan di
sektor padat karbon (Ren, Qin, & Dong,
2022). Di sisi lain, pada sistem keuangan
yang lebih matang seperti di Uni Eropa,
perusahaan yang memiliki eksposur tinggi
terhadap risiko iklim menghadapi biaya
pinjaman yang lebih tinggi. Hal ini semakin
menegaskan bahwa biaya modal kini
semakin dipengaruhi oleh indikator terkait
ikim dan ekspektasi pasar terhadap
transparansi lingkungan (Trinh, Trinh, Li, &
Vo, 2024).

Pada tataran internasional, diplomasi
iklim memegang peranan strategis dalam
mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke
dalam kerangka geopolitik dan ekonomi
global yang lebih luas. Seiring
berkembangnya urgensi perubahan iklim,
berbagai forum multilateral seperti G7,
G20, World Economic Forum, dan Dana
Moneter Internasional (IMF) semakin
memainkan peran penting  dalam
merumuskan arah dan prioritas kebijakan
iklim dunia (Rumble & Gilder, 2023).
Meskipun demikian, tantangan dalam

aspek tata kelola global masih menjadi



persoalan yang belum terselesaikan.
Perbedaan pemahaman mengenai prinsip
tanggung jawab bersama namun berbeda
(common but differentiated responsibilities/
CBDR), serta variasi pendekatan dalam
penyusunan dan pelaksanaan kontribusi
nasional (Nationally Determined
Contributions/NDC), terus menjadi kendala
yang menghambat tercapainya kese-
pakatan kolektif dalam forum negosiasi
iklim multilateral (Yu & Zhu, 2015).

Salah satu aktor penting dalam lanskap
diplomasi iklim global adalah Tiongkok.
Sebagai negara dengan tingkat emisi
karbon tertinggi di dunia sekaligus
penyandang dana utama bagi berbagai
proyek infrastruktur hijau, Tiongkok
berupaya mengharmoniskan arah investasi
luar negerinya dengan sistem keuangan
hijau yang tengah dikembangkan di dalam
negeri. Upaya ini mencerminkan komitmen
strategis untuk menjadikan keuangan
berkelanjutan sebagai pilar dalam agenda
pembangunan nasional dan global. Namun
demikian, disparitas pembangunan antar-
daerah serta lemahnya koordinasi antar
hambatan

lembaga masih menjadi

struktural yang signifikan dalam
memastikan efektivitas dan konsistensi
pelaksanaan kebijakan tersebut (Shen,
Guo, & Ma, 2024). Adapaun di luar konteks
domestik Tiongkok, tren investasi asing
langsung dan proses alih teknologi juga
memberikan kontribusi positif terhadap
meningkatnya minat terhadap penerbitan
obligasi hijau. Negara-negara yang
berhasil

mengintegrasikan  kebijakan

industri dan lingkungan dengan skema
pembiayaan hijau menunjukkan kecen-
derungan mengalami pertumbuhan
signifikan dalam aktivitas pendanaan
berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan
bahwa sinergi antara kebijakan publik dan
inovasi finansial dapat menjadi penggerak
penting dalam transisi menuju ekonomi
rendah karbon. Namun demikian, kondisi
ini  masih menimbulkan kekhawatiran
terkait potensi ketergantungan struktural
baru, khususnya di negara-negara

berkembang yang belum  memiliki
kapasitas teknologi maupun infrastruktur
keuangan yang memadai untuk menopang
transformasi  hijau  secara  mandiri
(Christnacht & Mertzanis, 2025).
Keseluruhan dinamika tersebut
mencerminkan kompleksitas mendalam
dalam upaya pendanaan transisi menuju
ekonomi hijau di tingkat global. Terdapat
tantangan inheren dalam menyeimbang-
kan dua tujuan utama: memperkuat
ketahanan terhadap dampak perubahan
ikim di satu sisi, dan menjaga
keberlanjutan fiskal di sisi lain. Untuk itu,
dibutuhkan strategi pembiayaan yang tidak
hanya bersifat inklusif dan responsif, tetapi
juga mampu beradaptasi dengan konteks
negara penerima yang sangat beragam.
Model-model bantuan konvensional yang
bersifat top-down dan bersandar pada
asumsi satu pendekatan untuk semua,
semakin tidak memadai dalam merespons
tuntutan perubahan iklim yang semakin

mendesak.



Bagi negara-negara berkembang,
tekanan untuk memenuhi target
pembangunan berkelanjutan berlangsung
di tengah keterbatasan ruang fiskal dan
kapasitas tata kelola yang terbatas. Dalam
situasi ini, kebijakan green debt tidak bisa
dilepaskan dari pertimbangan geopolitik,
termasuk bagaimana aliran dana, insentif,
dan bentuk utang baru diposisikan dalam
relasi global. Meskipun green debt
diplomacy menawarkan peluang untuk
mengintegrasikan agenda pelestarian
lingkungan dengan kebutuhan fiskal
nasional, implementasinya harus

dirancang dengan hati-hati. Tanpa
pendekatan yang kontekstual dan reflektif,
skema ini justru berisiko mereproduksi pola
ketergantungan ekonomi masa lalu dalam
wajah yang lebih hijau namun secara
struktural tetap asimetris. Oleh karena itu,
diperlukan kebijakan yang tidak hanya
fokus pada mobilisasi dana, tetapi juga
pada pembangunan kapasitas dan
kemandirian  sistemik dalam jangka
panjang.

2. Ketergantungan Utang Melalui
Climate Financing

2.1. Studi Kasus 1: Sri Lanka — Diplomasi

Utang dalam Proyek Energi Terbarukan

Green debt diplomacy merupakan
kebijakan strategis yang memanfaatkan
instrumen pembiayaan utang untuk
mendukung berbagai inisiatif lingkungan,
khususnya dalam sektor pengembangan

energi terbarukan. Dalam konteks Sri

Lanka, pendekatan ini memiliki peran yang
signifikan dalam mendorong transisi energi
nasional menuju pemanfaatan sumber
daya energi yang berkelanjutan. Strategi ini
sejalan dengan kebijakan ambisius
pemerintah Sri Lanka yang menargetkan
sekitar 70 persen dari total kebutuhan listrik
nasional berasal dari energi terbarukan
pada tahun 2030, suatu sasaran yang
diperkirakan memerlukan investasi
sebesar 11 miliar dolar AS selama periode
2023 hingga 2030 (Silva et al., 2024).
Komitmen tersebut tidak hanya men-
cerminkan respons terhadap kebutuhan
energi domestik yang berkelanjutan, tetapi
juga merupakan bagian dari agenda yang
lebih luas, yakni pencapaian target emisi
nol bersih atau net-zero emissions pada
tahun 2050 (Koswatte et al., 2024).
Pendekatan green debt ini memungkinkan
Sri Lanka untuk menjembatani keter-
batasan fiskal yang dihadapi negara
berkembang, sekaligus tetap menjaga arah
pembangunan yang selaras dengan
prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan
iklim.

Peran pembiayaan melalui instrumen
utang menjadi sangat vital dalam
mendukung percepatan transisi energi di
Sri Lanka. Dalam skala global, kontribusi
utang terhadap pendanaan proyek energi
terbarukan mengalami peningkatan
signifikan, dari sekitar 23 persen pada
tahun 2013 menjadi 56 persen pada tahun
2020 (Kushawaha & Jain, 2024). Angka ini
mencerminkan

semakin  dominannya

pembiayaan utang sebagai sumber modal



dalam mendukung agenda dekarbonisasi
dan pengembangan energi bersih. Namun
demikian, relasi antara pembiayaan utang
dan pengembangan energi terbarukan
tidak bersifat linear. Hubungan tersebut
membentuk pola berbentuk huruf U, yang
menunjukkan bahwa pada tahap awal,
peningkatan utang justru dapat menjadi
hambatan dalam pelaksanaan proyek-
proyek energi terbarukan. Hal ini
disebabkan oleh beban keuangan yang
tinggi dan ketidakpastian pasar yang
mengiringinya. Namun, setelah melewati
ambang tertentu, pembiayaan utang mulai
berperan sebagai katalisator,
mempercepat pelaksanaan proyek energi
terbarukan seiring dengan stabilitas pasar
keuangan yang lebih matang dan
peningkatan  kapasitas  kelembagaan
dalam mengelola risiko-risiko  fiskal
(Kushawaha & Jain, 2024).

Namun demikian, transisi Sri Lanka
menuju energi terbarukan tidak lepas dari
berbagai tantangan yang cukup kompleks.
Salah satu tantangan utama adalah
ketergantungan tinggi negara tersebut
pada bahan bakar fosil impor, khususnya
petroleum dan batu bara. Kondisi ini tidak
hanya memengaruhi stabilitas ekonomi,
tetapi juga berdampak negatif terhadap
keberlanjutan lingkungan jangka panjang
(Hemakumara, Athukorala, & Yapa, 2023).
Selain itu, tantangan lainnya adalah
adanya permasalahan koordinasi antar
lembaganya, serta adanya kebijakan
pemerintah yang inkonsisten, seperti masih

adanya investasi besar dalam pengem-

bangan sumber energi konvensional yang
bertolak belakang dengan semangat
transisi energi hijau (Koswatte et al., 2024).
Salah satu implikasi serius dari tantangan
tersebut adalah semakin besarnya beban
utang publik yang disebabkan oleh subsidi
energi dan kewajiban utang badan usaha
milik negara (BUMN) di sektor energi.
Situasi ini tidak hanya membatasi ruang
fiskal negara, tetapi juga mengancam
keberlanjutan utang secara jangka
panjang, sehingga perlu ditangani secara
hati-hati melalui strategi fiskal dan energi
yang lebih efektif (Enders, 2022).

Di tengah berbagai tantangan tersebut,
peluang juga terbuka lebar bagi Sri Lanka
untuk memanfaatkan green debt diplomacy
secara efektif. Beberapa kebijakan energi
terbarukan yang telah diterapkan oleh Sri
Lanka selama ini menunjukkan komitmen
nyata negara tersebut dalam mendukung
agenda energi bersih. Misalnya, kebijakan
berupa sistem net-metering, tarif hijau, dan
tarif khusus berbasis teknologi yang
bertujuan mempercepat implementasi
proyek-proyek energqi terbarukan
(Wijayatunga, 2014). Di samping itu,
program-program khusus seperti
pemanfaatan panel surya atap (rooftop
solar PV) juga digencarkan, tidak hanya
untuk mengurangi ketergantungan impor
bahan bakar, tetapi juga untuk mendorong
pembangunan pedesaan yang lebih
berkelanjutan (Enescu et al.,, 2023;

Hemakumara et al., 2023)



2.2. Studi Kasus 2:

Pembangunan Infrastruktur Hijau dan

Pakistan -

Implikasi Geopolitik

Pakistan secara khusus memiliki utang
yang diwujudkan melalui proyek China-
Pakistan Economic Corridor (CPEC),
sebuah bagian penting dari Belt and Road
Initiative  (BRI) yang diinisiasi oleh
Tiongkok. Melalui proyek ini, Tiongkok
telah mengalokasikan dana sekitar 62
miliar dolar AS untuk pembangunan
berbagai proyek energi, infrastruktur, dan
pengembangan ekonomi di Pakistan
(Ashraf, 2023). Investasi besar ini ditujukan
untuk memperkuat hubungan bilateral dan
meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi
Pakistan, namun bersamaan dengan
manfaat ekonomi yang dijanjikan, muncul
kekhawatiran  serius terkait dampak
lingkungan yang dihasilkan dari proyek-
proyek tersebut.

Pada tahap awal pelaksanaannya,
CPEC sebagian besar didominasi oleh
proyek energi berbasis batu bara yang
memiliki dampak negatif terhadap
lingkungan, terutama peningkatan emisi
karbon yang signifikan. Tercatat nvestasi
asing langsung (FDI) dari Tiongkok dalam
proyek-proyek energi berbasis fosil ini
secara nyata memperburuk kualitas
lingkungan di Pakistan, terutama dalam hal
peningkatan emisi karbon dan polusi udara
(Raza, Liu, Hussain, Sui, & Liu, 2025).
Lebih jauh, pertumbuhan populasi yang
tinggi di Pakistan turut memperbesar

tekanan terhadap lingkungan dengan

meningkatkan konsumsi energi dan emisi
karbon secara keseluruhan.

Menyadari tantangan tersebut,
Tiongkok secara bertahap mulai mengubah
strateginya dalam implementasi CPEC,
dengan lebih menekankan aspek keber-
lanjutan dan perlindungan lingkungan.
Pergeseran ini merupakan bagian dari
strategi  diplomasi  Tiongkok  untuk
memperkuat citranya sebagai "green soft
power", yakni kekuatan lunak berbasis
lingkungan yang bertujuan memperkuat
pengaruh geopolitik melalui komitmen
terhadap isu-isu lingkungan global (Nitza-
Makowska, 2025). Dengan mempromosi-
kan CPEC sebagai inisiatif yang saling
menguntungkan (win-win situation),
Tiongkok berusaha menjadikan proyek ini
sebagai contoh keberhasilan diplomasi
hijau yang sekaligus  mempererat
hubungan ekonomi dan diplomatik dengan
Pakistan.

Meski  terdapat peluang  besar,
implementasi green debt diplomacy melalui
CPEC tidaklah tanpa hambatan. Salah satu
tantangan utama yang dihadapi Pakistan
adalah ketidakstabilan politik domestik.
Kestabilan politik menjadi faktor krusial
yang menentukan keberhasilan CPEC
dalam mengurangi dampak negatif
lingkungan dari investasi asing serta
memastikan bahwa proyek ini membawa
manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan (Ashraf, 2023). Tanpa
stabilitas politik, risiko yang ditimbulkan
oleh investasi besar tersebut dapat

meningkat, menghambat transformasi



CPEC menjadi

infrastruktur hijau yang berkelanjutan di

model pengembangan
kawasan Asia Selatan.

Selain itu, pertumbuhan pembiayaan
hijau di Pakistan sendiri masih tergolong
moderat jika dibandingkan dengan negara-
negara Asia lainnya. Meskipun terjadi
peningkatan dalam penggunaan pem-
biayaan hijau, tingkat pertumbuhannya
masih terbatas dengan angka hanya
sebesar 0,54, mencerminkan perlunya
dorongan lebih besar untuk meningkatkan
adopsi keuangan hijau secara nasional
(Dai & Xiong, 2023). Namun demikian,
potensi manfaat dari skenario pemulihan
hijau sangat besar, di mana Pakistan
diproyeksikan mampu mengurangi
konsumsi energi hingga 10 juta ton setara
minyak atau sekitar 9% dari total konsumsi
energi nasional, serta mengurangi sekitar
53 TWh konsumsi listrik dan 30 juta ton
emisi karbon secara keseluruhan pada
tahun 2030 (Zia, Aslam, Zulfigar, & Ullah,
2023).

Di sisi lain, sejumlah tantangan
struktural dalam pembiayaan hijau masih
perlu ditangani secara serius, terutama
terkait kebijakan pemerintah dan kondisi
pasar keuangan domestik. Kebijakan
pemerintah Pakistan dalam pembiayaan
hijau masih diwarnai oleh ketidakpastian
yang tinggi dan orientasi jangka pendek
dalam pengambilan keputusan finansial
(Kumar et al., 2022). Selain itu, minimnya
dukungan keuangan dan konsultasi bisnis
usaha kecil dan

khusus bagi sektor

menengah (UKM) yang ingin menerapkan
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praktik

hambatan

berkelanjutan juga menjadi

utama dalam mendorong
transisi ke ekonomi hijau secara lebih luas.

Faktor risiko geopolitik juga memegang
peranan penting dalam pengembangan
green debt diplomacy, khususnya dalam
konteks penerbitan obligasi hijau. Risiko
geopolitik dapat menurunkan daya tarik
obligasi hijau secara signifikan bagi
investor global, terutama di negara-negara
dengan tingkat risiko politik yang tinggi
seperti Pakistan (Janda & Zhang, 2024).
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah
Pakistan untuk secara aktif mengelola
risiko geopolitik melalui kebijakan yang
stabil

meningkatkan daya tarik investasi hijau

dan konsisten agar dapat

internasional.

2.3. Studi Kasus 3: Negara-Negara Afrika
Sub-Sahara — Green Debt Diplomacy di
Kawasan Afrika

Sub-Sahara Afrika,

konsep diplomasi ini

Pada kawasan
menjadi semakin
relevan mengingat tingginya beban utang

yang dihadapi oleh banyak negara di

wilayah tersebut, ditambah dengan
kebutuhan mendesak akan pembangunan
yang berkelanjutan. Kompleksitas

dinamika utang dan tantangan institusional
di kawasan ini menjadikan green debt
diplomacy sebagai salah satu pendekatan
alternatif yang penting untuk dikaji secara
kritis.

Salah satu aspek utama dari green debt
diplomacy di Sub-Sahara Afrika adalah

meningkatnya keterlibatan sektor swasta



dalam pasar utang, yang membuat
keberlanjutan fiskal semakin sulit untuk
dijaga. Meskipun Kerangka Keberlanjutan
Utang (Debt Sustainability Framework)
yang dikembangkan oleh IMF dan Bank
Dunia telah berupaya menilai keberlanjutan
utang negara-negara berkembang, namun
pendekatan tersebut belum sepenuhnya
mengakomodasi karakteristik utang sektor
yang
(Bonizzi, Laskaridis, & Toporowski, 2019).

swasta semakin mendominasi
Ketidaksesuaian ini menyulitkan penilaian
utuh terhadap risiko fiskal jangka panjang,
terutama dalam konteks kebutuhan untuk
membiayai pengeluaran dasar seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
hijau.

Di sisi lain, terdapat bukti empiris bahwa
utang publik di Sub-Sahara Afrika dapat
memberikan kontribusi positif terhadap
konsumsi energi terbarukan. Namun, efek
positif ini sangat tergantung pada kualitas
tata kelola pemerintahan. Ketika praktik
pemerintahan lemah, pengaruh positif dari
transisi

utang publik terhadap energi

cenderung terhambat, sehingga
pembiayaan utang tidak efektif dalam
mendorong pemanfaatan sumber daya
energi (Onuoha,
Dimnwobi, Okere, & Ekesiobi, 2023). Oleh

karena itu, peningkatan kualitas tata kelola

yang berkelanjutan

menjadi prasyarat penting bagi
keberhasilan green debt diplomacy dalam
konteks ini.

Lebih lanjut, peran pembiayaan hijau di
Sub-Sahara Afrika

mengingat kawasan ini

semakin  penting,

menghadapi
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tantangan lingkungan yang berat sekaligus

peluang untuk meraih pertumbuhan
ekonomi berbasis energi bersih dan
pertanian berkelanjutan. Konsep

pembiayaan hijau, yang mengintegrasikan
prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata
(ESG) ke

investasi, telah terbukti memainkan peran

kelola dalam keputusan

transformatif dalam mendanai proyek-
proyek yang berorientasi pada
pembangunan berkelanjutan (Mhlanga,

2024). Studi kasus di beberapa negara

memperlihatkan bahwa penerapan
pembiayaan hijau tidak hanya mendorong
ketahanan ekonomi, tetapi juga
memperkuat inklusi keuangan yang selama
ini menjadi hambatan dalam pembangunan
di kawasan tersebut.

Namun demikian, tantangan struktural
masih menjadi penghambat utama. Salah
satunya adalah tingginya tingkat utang
yang dialami oleh negara-negara Sub-
Sahara Afrika. Saat ini, 33 dari 39 negara
yang Highly
Indebted Poor Countries (HIPCs) berasal

dari kawasan ini, mencerminkan tingginya

dikategorikan  sebagai

beban fiskal yang harus ditanggung

(Abubakar, McCausland, & Theodossiou,

2025). Dalam konteks ini, inisiatif
penghapusan utang memang telah
memberikan ruang fiskal, namun

penerapan aturan fiskal yang terlalu ketat
dapat secara tidak langsung merusak
upaya keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Selain itu, persoalan pelarian modal
atau capital flight juga menjadi tantangan

besar yang membatasi efektivitas strategi



utang hijau. Lebih dari 700 miliar dolar AS
telah keluar dari kawasan ini dalam empat
dekade terakhir, sebagian besar berasal
dari dana pinjaman yang seharusnya
digunakan untuk pembangunan, namun
justru berakhir di rekening pribadi di luar
2011).
Fenomena ini tidak hanya melemahkan
fiskal
memperburuk krisis kepercayaan terhadap
yang
elite

negeri (Ndikumana & Boyce,

kapasitas negara, tetapi juga

mekanisme utang luar negeri

dianggap lebih menguntungkan

daripada masyarakat luas.

3. Pola Ketergantungan Ekonomi Baru:

Munculnya Green Debt Diplomacy

debt

ketergantungan

Munculnya green diplomacy

menandai pola baru
ekonomi yang semakin kompleks, terutama
di negara-negara berkembang seperti Sri
Lanka, Pakistan, dan kawasan Sub-Sahara
Afrika. Pola ini ditandai oleh bergesernya
bentuk ketergantungan dari sekadar utang
konvensional ke arah pembiayaan proyek
berkelanjutan dan investasi rendah karbon
yang dibungkus dalam retorika keber-
lanjutan. Dalam banyak kasus, diplomasi
utang ini tidak hanya menjadi instrumen
pembangunan, tetapi juga bagian dari
strategi geopolitik negara kreditur seperti
Tiongkok melalui Belt and Road Initiative
(BRI)
negara seperti Sri Lanka dan Pakistan
yang
signifikan akibat paparan utang luar negeri,

yang semakin agresif. Negara-

mengalami  tekanan  ekonomi

terutama yang berasal dari Tiongkok.
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Ketergantungan ini  diperburuk oleh

tingginya
utang publik, dan sektor ekonomi yang

lemahnya manajemen fiskal,

rentan seperti pariwisata yang terdampak
hebat oleh pandemi COVID-19 dan konflik
Rusia-Ukraina (Sengupta, Saha, Patil, &
Yadav, 2024). Lebih dari itu, kebijakan
energi yang tidak efisien dan pemberian
fiskal

utang

subsidi yang membebani turut

memperburuk  posisi mereka,
utang BUMN sektor

energi yang tidak produktif (Enders, 2022).

terutama melalui

Wacana tentang diplomasi jebakan
utang yang sering dikaitkan dengan
pinjaman Tiongkok masih menjadi isu
Namun dalam kasus Sri
lebih

disebabkan oleh dominasi obligasi inter-

kontroversial.

Lanka, krisis utang banyak
nasional dan kegagalan negara tersebut

dalam mengalihkan ekonomi menuju
sektor ekspor bernilai tambah, ketimbang
hanya karena pinjaman dari Tiongkok
(Nicholas & Nicholas, 2023). Sementara
itu, Pakistan juga menghadapi dinamika
serupa dengan akumulasi cepat utang
dalam kerangka BRI yang menimbulkan
pertanyaan mengenai kelayakan ekonomi
yang
kapasitas domestik untuk mengelolanya
(Shah, 2019).

Pergeseran

proyek-proyek didanai  serta

debt

diplomacy menambahkan dimensi baru

menuju  green
dalam hubungan ekonomi internasional.
Negara-negara berkembang, termasuk di
Afrika Sub-Sahara, Kini

dalam mengakses pembiayaan hijau dan

semakin aktif

proyek-proyek berorientasi rendah karbon.



Sumber-sumber pembiayaan ini sebagian
besar masih bersifat utang, baik dalam
bentuk obligasi hijau maupun investasi
langsung, yang sering kali difasilitasi oleh
lembaga keuangan Tiongkok dan mitra
multilateral lainnya (Sullivan, 2012). Upaya
untuk

ini  mencerminkan  kebutuhan

menjembatani kesenjangan pendanaan
iklim yang besar dan mengatasi dampak
iklim  di
berpendapatan rendah (Bowen, Campiglio,
& Herreras Martinez, 2017).

Namun, mengandalkan instrumen utang

perubahan negara-negara

sebagai solusi atas tantangan lingkungan
menimbulkan pertanyaan penting terkait
fiskal

Meskipun pembiayaan hijau dapat mem-

keberlanjutan jangka panjang.
perluas ruang fiskal untuk pembangunan
berkelanjutan, dalam jangka panjang ia
bentuk

ketergantungan ekonomi, di mana negara

dapat menciptakan baru

penerima bergantung pada teknologi,
modal, dan bahkan standar kebijakan yang
ditentukan oleh negara pemberi (Sullivan,
2012). Hal ini memperlihatkan adanya
dinamika kekuasaan yang tetap melekat
dalam praktik diplomasi utang, meskipun
dikemas dalam semangat kolaboratif dan
keberlanjutan.

Untuk menghindari jebakan ketergan-
tungan baru ini, sejumlah rekomendasi
kebijakan menjadi penting untuk
dipertimbangkan. Pertama, negara-negara
seperti Sri Lanka dan Pakistan perlu
fiskal

menyeluruh, terutama melalui peningkatan

melaksanakan reformasi secara

penerimaan negara dan rasionalisasi
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pengeluaran publik, guna mengurangi
defisit

keberlanjutan utang (Samarakoon, 2024).

primer dan memperbaiki
Kedua, transisi menuju kebijakan energi
berbasis pasar harus dipercepat, karena
pendekatan ini terbukti mampu mengurangi
beban fiskal dan meningkatkan efisiensi
sektor energi, terutama di tengah harga
bahan bakar yang relatif rendah pasca-
pandemi (Enders, 2022). Selain itu, penting
bagi negara-negara ini untuk membangun
basis industri manufaktur yang berorientasi
ekspor sebagai strategi jangka panjang
guna meningkatkan daya saing dan
mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi
eksternal (Nicholas & Nicholas, 2023).
Ketergantungan pada pinjaman luar negeri
yang digunakan untuk membiayai sektor
dihindari,

diarahkan ke sektor-sektor yang dapat

non-produktif  harus dan
memberikan nilai tambah dan menciptakan
lapangan kerja.

Dalam konteks green debt, keterlibatan
sektor swasta melalui instrumen pasar
seperti obligasi hijau dan investasi
langsung perlu diperluas. Mekanisme ini
tidak

kesenjangan

hanya dapat menjembatani

pembiayaan, tetapi juga
menciptakan insentif bagi inovasi teknologi
dan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan
(Bowen et al., 2017). Namun demikian,
kebijakan pemerintah tetap memegang
peran kunci dalam mengatur tata kelola
tidak

tetapi

investasi  hijau  agar hanya

menguntungkan investor, juga
memperkuat pembangunan inklusif dan

berkelanjutan.



KESIMPULAN

Green debt diplomacy mencerminkan
pergeseran paradigma dalam pendekatan
green debt global, terutama bagi negara-
negara berkembang yang terjebak dalam
tekanan fiskal dan beban utang yang berat.
Lewat mekanisme seperti pertukaran utang
untuk aksi iklim, peluang terbuka untuk
mengatasi dua krisis sekaligus: krisis iklim
dan krisis utang. Namun, sebagaimana
ditunjukkan dalam konteks Sri Lanka,

Pakistan, dan kawasan Sub-Sahara Afrika,

efektivitas dari pendekatan ini sangat
bergantung pada kondisi  struktural
domestik dan kesiapan institusional

masing-masing negara.

Studi ini menegaskan bahwa meskipun
diplomasi utang hijau menawarkan prospek
yang menjanjikan, implementasinya belum
sepenuhnya optimal. Kelemahan pada sisi
tata kelola keuangan, kesenjangan dalam
kapasitas fiskal, serta ketidakseimbangan
dalam sistem keuangan global masih
menjadi hambatan utama. Di samping itu,
kurangnya konsistensi negara-negara maju
dalam memenuhi komitmen green debt
tersebut.

memperparah  kesenjangan

Dalam hal ini, reformasi sistemik dan

kolaborasi internasional menjadi syarat
mutlak agar skema ini dapat berjalan adil,
efektif, dan berkelanjutan.

Dengan begitu, green debt diplomacy
bukan sekadar instrumen teknokratis,
melainkan bagian dari perjuangan yang
lebih luas untuk keadilan iklim global.
Keberhasilannya menuntut bukan hanya

inovasi keuangan, tetapi juga solidaritas
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politik, keberanian dalam reformasi
kebijakan, dan pengakuan atas tanggung
jawab  sejarah  dari negara-negara
berpenghasilan tinggi. Tanpa itu semua,
diplomasi utang hijau berisiko menjadi
solusi semu yang tidak menyentuh akar

persoalan.
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